MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 11 7 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
telah ditetapkan Standard Operating Procedure Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi
Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632
Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, belum
mencantumkan informasi berkaitan dengan prinsip dan

semangat satu data, bantuan kedinasan atau bagi pakai



Mengingat

informasi, kepentingan perlindungan data pribadi, dan
aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran .Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa



Menetapkan

PERTAMA

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis
dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 948);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 675);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan
Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

a. struktur dan tata kerja organisasi standard operating

procedure pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

b. kewajiban PPID Kementerian Perhubungan;
c. mekanisme kerja; dan
d. kualifikasi/persyaratan personil yang melaksanakan

tugas.



KEDUA

KETIGA

Struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini, terdiri atas:

1. Atasan PPID;

2. PPID Utama;

3. PPID Pelaksana; dan

4. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

Kewajiban PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b,
disesuaikan dengan tugas dan = kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Perhubungan wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan informasi
publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan
dan cara sederhana, kecuali informasi yang
dikecualikan;

b. menyediakan informasi publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan;

c. membangun dan mengembangkan sistem
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan informasi publik;

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas informasi publik; dan

e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas

informasi publik yang dikecualikan.

2. pelaksanaan kewajiban PPID Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud angka 1) wajib memperhatikan:

a. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan

menyediakan sarana dan prasarana; dan



KEEMPAT

KELIMA

3.

c. akses informasi publik bagi penyandang disabilitas
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

dalam  menjalankan  tugasnya, dalam  rangka

mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID

Kementerian  Perhubungan dapat melaksanakan

wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan danj/atau berkoordinasi dengan

Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi

daerah;

PPID Kementerian Perhubungan dapat memberikan

bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik

kepada badan publik lainnya yang meminta, dengan

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan PPID dilaksanakan pada lokasi layanan

informasi sebagai berikut:

j 77

PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui website

dan aplikasi PPID Kementerian Perhubungan; dan

. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana

Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana
PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada.

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA huruf ¢, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini, meliputi:

e B <A S o A

Standar Permintaan Informasi Publik;

Standar Pengajuan Keberatan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Penyusunan Daftar Informasi Publik;

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
Pendokumentasian Informasi Publik;

Standar Pengujian Konsekuensi;

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas Tuna Netra;



9. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda; dan
10. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang

Disabilitas Tuna Rungu.

KEENAM : Kualifikasi persyaratan personil yang melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d,
sebagai berikut :

1. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Utama
Manager : Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik

Manager : Pejabat yang memiliki fungsi
Sistem pengembangan sistem
Informasi teknologi informasi dan

komunikasi

Manager : Pejabat yang memiliki atau

Dokumentasi menguasai dokumentasi di
lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pengelola : Seluruh  unit  bagian  di

Dokumentasi lingkungan Sekretariat
Jenderal

Petugas :  Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi dalam  bidang

pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta

fungsional dan kehumasan

2. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
Manager : Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik
Manager : Pejabat yang memiliki atau
Dokumentasi menguasai dokumentasi di

lingkungan Inspektorat



Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan atau Badan
Pengelola ¢ Seluruh  unit bagian  di
Dokumentasi lingkungan Inspektorat

Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Petugas . Pegawai yang memiliki
Informasi kompetensi dalam = bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
UPT

Manager :  Unit yang menangani tugas
Informasi dan dan fungsi di bidang
Dokumentasi Ketatausahaan atau Humas di
Unit Pelaksana Teknis
Pengelola :  Pejabat struktural/petugas
Dokumentasi yang membidangi kehumasan
/ketatausahaan /data/

program/ bidang di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis

Petugas :  Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi dalam = bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Unit Pelaksana

Teknis



KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
dibebankan pada:

a. PPID Utama berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

b. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing unit kerja.

Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berjenjang setiap 1 (satu) tahun sekali atau
sewaktu-waktu dibutuhkan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan PPID di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




KESEBELAS Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTER]I PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Ketua Komisi Informasi Pusat;

Sekretaris Jenderal;

Inspektur Jenderal;

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan,;

PL OF, sl a | s

Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan,;
7. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
Ketua Mahkamah Pelayaran;
10. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

_AKERALA-BIRO HUKUM,

S
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 117 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARD  OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI STANDARD OPERATING
PROCEDURE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ATASANPPID
MENTERI PERHUBINGAN
PRIDUTAMA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
PPID PELAKSANA PPID PELAKSANA PRI PEL AKSANA
INSPEKTUR JENDERAL REMENTERIAN DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEPALA BADAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN
Bp WSANA I FPID PELARSANA UPT

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNES KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS




I1.

I1I.

Atasan PPID
PPID Utama
Manager

Informasi

Manager

Sistem Informasi

Manager

Dokumentasi

Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana

Manager Informasi

Manager
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Menteri Perhubungan

Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi Perhubungan

1) Kepala Biro Perencanaan;

2) Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi

3) Kepala Biro Keuangan;

4) Kepala Biro Hukum;

5) Kepala Biro Umum;

6) Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara;

7) Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional;

8) Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi
Berkelanjutan; dan

9) Ketua Mahkamah Pelayaran.

Para Eselon IIl di lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Inspektur  Jenderal, Para Direktur
Jenderal, dan Para Kepala Badan
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para
Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para
Sekretaris Badan

Para Eselon II di lingkungan Inspektorat




V.

Dokumentasi
Pengelola
Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana
UPT

Manager Informasi
dan Dokumentasi
Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

= 1D

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Para Eselon III di lingkungan Inspektorat
Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Pegawai yang menangani bidang
kehumasan di lingkungan Inspektorat

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan

Kepala UPT

Unit yang menangani tugas dan fungsi di
bidang Ketatausahaan atau Humas
Pejabat struktural / petugas yang
membidangi kehumasan/ ketatausahaan/
data/program/bidang

Pegawai yang menangani kehumasan/
ketatausahaan/data/program di

lingkungan unit kerja




B. MEKANISME KERJA
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Standar Permintaan Informasi Publik

Pelaksana Mutu Bakn
No Uraian Jems Kegiatan Keterangan
Masyarakat | PetER Kelengkapan | Waktu | Output
1 |Permohonan Informas: O = = Formulir Informasi| 10 Menit | Formulir
—
Identitas Pemohen
! ” Informas
2 i”""_"k“‘ SHBE Syl (KTP/NPWP/Alzs | 10 Menit Dats
£ Pendirian Badan
Hulum|
Registras: dan Meneruskan X Ragster
3 |Permonan Informasi untulk di Permohonan 10 Mennt Datm
Prosss ' Informas:
- Koordinasi dengan
4 |Memproses psrmohonan Pepublk Informas: | 5 Han Kegja Surat
{Urut Kerja)
: Formulir
= |Membenikan Formulir : -
S ibaritahana Taral Ptm-?emg!;uan 1 Han Kerja | Formulr
Menyampaukan Permohonan
! ¢ ¥ T St e Tanda Tenma - A= Tands
6 hlsjijmamdm‘rmdﬂ.m Q I i L HariKerjn | o
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Standar Pengajuan Keberatan

Mutu Baku
Ursian Jeuis Kegiatan
Masyarakat FPID Atasan FPID | Heleogkapan Waktu Output
Formubr
. |Manerima Surat Ksboratan O —d 10M = i
uforman informan
Formulir
Permohenan
Informasi.
Mamerikza Syarat-synrat I4antitas Femohon -
Pengauan surat Keberatan Informaci = .
(KTF/ 1FWF A
Fendinian Badan
Fiansiram dan )
ManarorkanKebiratas | “'ldnr’:m 10 Mt Daa
traformas; untuk & Pros: .
1
A Formuks
Parmonoran
Mamproses Kebsratan Irdormas, 10 Hani Karja|  Surst
Ksbaratan
Informas
Mamtuat TANGEAPAL ata5 amacan o
Ksberatan dalam bennuk m’:; $ Hari Kara | Kepumusan
Espurusan
Masizanalowrn Hapurinan el Kepunizan Amcan | | ;
- D IHariKemja | Daca
Bgmdarikan Informan Publk : Tands Tenma Hasi Kesja Tands
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Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pelaksans Komisi Standar Mutu
: FPID Informasi
o e Pemohon | Peiaksana | PPIDPeiaksanz | PPID Utama ?P;“ Pusat (KP) | Kelengkapan | Wakw |  Output
UPT

1 | Apabiia tdak mendapathan 1/—\ J—_] Surat 30 han | Surat
1anggapan at3s heberatan Ko S (S keberatan kerfa | gugatan
vang teiah dizjukan kepada sengketa
#masan PPID dalam [angks
wakty 30 {tiga puluh) han
kera ek keberatan
diterima oleh atasan FPID
atau merasa tidak puss
terhadap informas: yang
diberikan, pemohon
informasi dapat
mengajukzn sengkets

L Surat gugatan | 1 hani

2 | Pengajuan sengketa dari sengheta kerja | Surat
pemohon ditujukan kepads pengajuan
Komisi Informasi Pusat{KIP) sengheta

i

3 | Koms: Informasi Pusat Surat 14 hari
MENsrima pengajuin pengsjuzn | kerja/ Surat
sengheta Pemohon falu sengkets paling | pemberitahu
memberikan surat pem iambat | 2n kepada
beritahuan kepada Atasan 100 Atassn PPID
PPID terkan senghata hari
tersebut keriz

4 | Araszn PPID menenma I "
pembertahuan sengketa, H Surat 1 han
Atasan PPID dapat pemberiahua | kers | Surstkuasa
mewakilkan sengketa atau n kepada atau
membarikan kuasa bepada Arzsan PPID dizposisi
PPID Utama, PPID
Peizksana atau PPID
Paizkzanz UPT

5 | PPID Pelzksanz UPT dan » Surat 1 hari
FPID Pelaksana dibantu pemberitahua | karjz
oleh PPID Utama n rapat Hasil rapat | |
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Penyusunan Daftar Informasi Publik

Kegiatin

Pelakeanz

Standar Mutu

PRDUFT

PFID Peigksana

PPID Utama

Atdsan PPID

Waktu

Output

e

PPID UPT membuat
usufan Daftar
Informasi Publik
(DIP} 2l
menyerzhkannya
pada PPID Pelaksanz

FPID Pelzksanz
menerima Daftar
Informasi Publik
(DiP} dani PRIDUPT

FPID Pelzksana
menyusun Deftar
Informasi Publik dari
PP UPT, dan PPID
Pafzksana tunt
membuat Daftar
Informasi Publik alu
mengajukannyz
kepada PPID Utama

FPiD Utama
manatapkan daftar
informasi pubiik
yang telsh
dikasifikasi

Atasan PRID
memberikan
perseuuan
terhadap
penghiasifikzsian
informasi yang
disjukan oleh PPID
Utzma galzm bentuk
peraturn internzl
kementznian

_.‘—

Dta dan Informasi

Dizta den Infarmasi

Surat usuian daftar
informasi publik

Diraf Daftar
Informasi Publik

Daftar Informasi
Publik yang telh
disahkan

§ harikera

2 hari kerja

Sharikera

1 hiar kerja

Lharikerz

Usulan DIF

Susunan Daftar
informasi Publik

Klasifikasi OIF

Draf Daftar
Informasi Publik




= i

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Peizksans Standar Muty

No Kegiatan PPOUPT | PPIDPelaksand | poiniame | AtasanPPID | Kelénghapan | Waktu Output Ny

1 | PPID UPT membuat Data dan 5 han Usulan DiP
uzulan Dafrar Informasi C} Informasi kerja
Dikecushikan [DIK) iu
menyershkannya pada
PPID Paiaksana

2 | PPID Pelaksana jugs
membuat Daftar
Informas: Dikecuatikan
(DiK), serta menernma Surat usulan S hari Surat
Daftar Informasi Daftar kera pemberitahuvan
Dikecualikan (DIK) cari Informasi sudah pernah
PFID UPT Dikecualikan thilzkukan uj
- Jika sudah pernah {Bx) konsekusnsi atau
diakukan up konsakuensi Jurat pengantar
sebelumnya maka PPID uji konzekuensi
Peakzars manyampaiksn S usulEn
pembertahuan bahwa Daftar Informast
sudah pernah diakuken Dikscusliban (DIK)
up konsakuens:
- Jikas beium dilakukan uji
konsekuersi maka PPID
Peiakiana menyampaikan
pembermtahuan kepads
FFID Utama untuk - Undamgan uji
ditzkukan uji konsekuensi konsekusns

9 Usuian DIK

3 | PPID Utama - Disposisi
memenntabkan PFID Surat 1 hari - Drat awal DIK
Feipksanz untuk rapat uji penganar uji | kena Kementerian
konsakiiens konzekusnsi - Barita 3oars ujl

dan usulan DIK konsekuens

4 | PPID UPT dibantu PPID
Pelaksana » - Undangan Uji | 2 hari -Draf revisi DK
maenyelenggarahan rapst " konsekusns kara Kementarian
ufi konsehuensi dipimpin L\/ - Usuilan DIK -Berita acara uji
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Pendokumentasian Informasi Publik

Pelaksana

Mutu Baku

FFID Pelaksana
& FFID
Felaksaua UPT

Keterangas

-

dan PPID Peisicanz B PPID
Pelsizana PT yang shan
COoKUMEntasikan

Mezauban denvFugs ~iormas
pubis yang telah dibuzt olen PHD
Peizizana & PPID Pelzkzanz UPT
caiem bertuk ringkazsn jena-jens
Tet33 aat. den GkecuRingn)

Meizoiksn pamenisasn cats
velidasi uruk meryamim kesslian
infaemasi tercebue

Da Informas

MEAForkan DAl PEmEnkIaNG
informas; yang wiah
ditasiflensiom cyrual dangan
jerssmya zema-menia, beskala
ey tant dAn dikecusiian)
kapada Azazsn FFID

Azszan PFID mamankss

Fubtk yang talak malsho
proses ctencfikad sars
vabdas oleh FFID Utama, Inlg
S&u:andatangan: sabags buks
tahTs Amncan FPID wslak
mangetainn dafer informas:

Siasicumantankan

Publx

Daftar Informas Ptk yeng

Asazan PFID dipubliieaciionn &
Wabzits zatta disimpen

Dafter Informan
Publk yang wiah
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Standar Pengujian Konsekuensi

No| Uraiam Jenis Kegiatan

Muts Beku

FPID Pelaksana

Pelaksans UPT

Memaits s besups cafter
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